Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa salah satu tujuan pengaturan pembinaan dan pengawasan

pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan
bertanggungjawab;

. bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan

perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu
diatur dan dikendalikan agar informas mengenai pangan yang
dissampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak
menyesatkan;

. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informas yang benar

dan tidak menyesatkan mengenal pengan yang akan dikonsumsinya,

khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dipandang
perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan
Pemerintah;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);
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3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3656);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LABEL DAN IKLAN
PANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan
air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan

makanan atau minuman.

2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan

cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Label pangan adalah setigp keterangan mengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain
yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.
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Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai
pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang
dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau
perdagangan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah
ini disebut Iklan.

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau
bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik
yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan,
bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan
yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridiasi pangan dan
yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

agamalslam.

Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan
yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan minera
serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan

manusi a.

Produks pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,

mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan
atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan

pangan maupun tidak.

Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke
tempat lain yang dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam

rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangnan pangan.
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10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk
diperdagangkan maupun tidak.

11.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan,
termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang
berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh

imbalan.

12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan bahan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.

13.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BAB II
LABEL PANGAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2
(1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan  wajib

mencantumkan Label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak
mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan
yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
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Pasal 3

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan

keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana  dimaksud pada  ayat D

sekurang-kurangnya:

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;
C. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduks atau memasukkan

pangan ke dalam wilayah Indonesia;

e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pasal 4

Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk
pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan
pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan

manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

(1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus
benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau

bentuk apapun lainnya.



